KEDUDUKAN
DINAS

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BAUBAU
PROVINSISULAWESITENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 2i TAHUN 2023

TENTANG

|, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTABAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomgr 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau,
perlu penetapan peraturan untuk memberikan arah dan
pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara
efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan
kemampuan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perun-dang-undangan (Lembaran Negara Republi%lﬁ%{
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarar’
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Un =



13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
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10.

11.

12.

13.

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 228); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);



14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 6);

i sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

’ Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan |: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratu#n Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Baubau,
Pemerin | Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
Peramgka‘uI Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan

goh e N

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
men jadi klewenangan Daerah;

6. Sekretarisl‘ Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubay;

7. Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Baubau;

8. Kepala Dilnas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Baubau;

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur
Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/ataul kegiatan teknis penun jang tertentu;

10. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk

suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;




11.

12.

13.

14,

15.

(1)

(2)

(3)

(4)

|

Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negera yang menduduki
Jabatan Fulngsional pada Instansi Pemerintah;

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan |dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangurlgan;

Pejabat Per:1ilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah
pejabat pellnga‘was atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan,
Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan
pelaksana| untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit
Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilan;

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil hegara yang
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang

berkeduéukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah,;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali

Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelerj1ggarakan fungsi:

a. Penyusunan program penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan
dan 1:1"101’1 perizinan terpadu satu pintu;

b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan dan non perizinan terpadu satu pinty;

c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan

terpadu satu pintu;




Pembilnaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi
pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan
sistelﬂlfr1 informasi penanaman modal;

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu [(PTSP);

Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengendalian layanan Perizinan
dan Sistem Informasi Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pinty;
Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanganan
pengaduan;

Pemiantauan, Pengawasan dan Evaluasi proses pemberian pelayanan

|
perizinan, perkembangan investasi dan laporan kegiatan penanaman

modall;
Pelaklsanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas

dan f}mgsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
[in as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat membawahi

Sub Bagian, 5 (Lima) Bidang, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan

Pelaksan[a yaitu

a. Kepala Dinas;

b.

@ Moo op 0

h.

i.

Sekretariat terdiri dari:
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Bidahg Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
Bidaflg Promosi Penanaman Modal;
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
Bida}lg Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Bidalng Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
membawahi:
- Séksi Pengolahan Data dan Informasi;
- éeksi Pengembangan Sistem Informasi;
Kelompok Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan koordinasi dan pelayanan
administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi,
simplikasi dan kepastian, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas
dan fungsi Dinas;
Dalam rllelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan Kebijakan di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman
MOdBl.l dan PTSP;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
Sekreta.r?at mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam

pelayane'ltn administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di
lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum
dan kepegawaian, serta mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan
ta.hunari! Dinas;

Sekretatiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordinasian rencana kerja, program dan

kegiatan, serta anggaran Dinas;




(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan

hubungan  masyarakat, serta urusan admuristrasi keuangan,

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;

c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi
urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan
pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi
kinerja Aparatur Sipil Negara;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tuga sdan fungsinya.

Pasal 6
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri:

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada I!’e jabat Admnistrator dalam hal ini Sekretaris;

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disesuyaikan dengan Struktur Organisasi Dinas.

Pasal 7
Sub Ba; Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan
adminis’ltrasi keuangan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntasi,
verifi kasi, dan pelaporan pertanggungjawanan pengelolaan keuangan Dinas;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketataus'ahaan dan kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan, asset,
hukum,.J kerja sama dan hubungan masyarakat, serta Kkearsipan dan
dokumetntasi di lingkungan Dinas;
|
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal
Pasal 8
Bidang' PBrencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Medal mempuryai
tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis,
pengoordr'_naSIan dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan
Bidang, pemberdayaan badan usaha dan kemitraan dalam mengembangkan

potensi dan peluang penananaman modal daerah, serta melaksanakan
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(2)

(3)

)

(1)

(2)

pelayaam, pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk 'melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan

fungsi:

a

Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
anggaran Bidang;

Pengka jian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis
dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor
usaha maupun wilayah;

Pengka jian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman
modal daerah;

Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan potensi dan peluang
pen:anaman modal daerah, dengan memberdayakan badan usaha melalui
penanaman modal, meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman
modal daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal disesuaikan dengan Struktur

Organisasi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Promosi Penanaman Modal
Pasal 9

Bidang | Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan perumusan Kkebijakan teknis, pengoordinasian dan

pelaksar|1aan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, melaksanakan

pelayanan dan fasilitasi promosi penanaman modal, serta pembinaan, evaluasi

dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal;

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

menyelenggarakan fungsi:

a.

Pen!yusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan
serta anggaran Bidang;




(4)

(2)

(3)

b. PenYYUsunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman
rnodlal daerah serta perencanaan Kegiatan promosi penanaman modal di
dalam dan luar negeri;

c. Penyiapan pembangunan dan pengenimngan sistem infirmasi
pen%maman modal daerah, serta penyiapan sarana dan prasarana promost
penanaman modal;

d. Pelaksanaan promosi dan publikasi informasi layanan dan regulasi
kebijakan penanaman modal dan PTSP;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Promosi Penanaman Modal

disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pasal 10

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian

dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, pelaksanaan

kebijakan teknis operasional dalam pengendalian penanaman modal, serta
pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan
penanaman modal;

Bidang 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang Eyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk lmelatksanakam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
a.nglgaran bidang;

b. Pela{ksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait
dalam pengendalian penanaman modal daerah;

C. Pen%,relenggaraan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan
han;batan di bidang penanaman modal;

d. Penyelenggaraan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal,
pengumpulan data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi
penanaman modal,;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tug: sdtdan fungsinya;
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4)

(2)

(3)

(4)

(1)

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas.

Bagian Keenam
BidalTng Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
| Pasal 11

Bidang lé’elayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan Kkegiatan

bidang, melaksanakan pelayanan dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan di

bidan g péayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

Bidang jsebaga_imana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang 3|rang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk mlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

menyelelnggaraka_n fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
anggaran Bidang;

b. Pelall{sanaan kebijakan teknis, program dan Kegiatan Bidang meliputi
pendlaftaran dan pengolahan perizinan dan non perizinan penanaman
modal;

c. Pelal|<sanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. Penxelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan
untuk jenis-jenis izin meliputi pelayanan pendaftaran, peninjauan
lapa!l'lgan, verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan,
pemrosesan data perizinan dan penebitan izin;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya,

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Penanaman Modal disesuaikan dengan Struktur Organisasi

Dinas.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 12

Bidang |Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai
tugas K melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

bidang, melaksanakan pelayanan dan fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan

pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan

sistem infbormasi penanaman modal;

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

menyelenggarakan fungsi:

a. Penylusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
anggaran bidang;

b. Pelr-aksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang meliputi
pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,

c. Penyusunan kebijakan program, pelaporan, serta memonitor hasil
pelaksanaan Pengolahan data Informasi penanaman modal dan Indeks
Kepu asan Masyarakat;

d. Pelaksanaan pemuktahiran data dan informasi penanaman modal;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Penentl,}an Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal disesuaikan dengan Struktur Organisasi

Dinas.

Pasal 13
Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari:
a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;

Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Admnistrator dalam hal ini Kepala Bidang Pengelolaan Data dan
Sistem &nformasi Penanaman Modal;

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas;

Pasal 14
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penylapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
rencana kerja, program dan kegiatan seksi, mengiventarisir, melaksanakan
pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan data base perizinan,

dokumen dan penyajian informasi perizinan dan penanaman modal;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

()

Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijkan teknis,
rencana | kerja, program dan kegiatan seksi, melaksanakan pengembangan

sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pasal 15
Pada Dmnas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya

beban kerja;

UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pembe !tukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16
Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat
administrator;

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas hasil penyetaraan jabatan
administrasi adalah fungsional Perencana dan fungsional Analis Kebijakan;
Tugas | jabatan fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji,
merumluskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur
dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi
pelaks aman rencana pembangunan;

Dalam hal tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya
untuk elaksanakan Kkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Perenc 2B yang berada satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugalan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja;
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(2)

(3)

(4)

(5)

©6)

Tugas jaltatan fungsional Analis Kebijakan adalah melaksanakan kajian dan
ebijakan;
Analis Kebijakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajan

analisis

dan analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik secara
individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari

peijbat penihi kinerja.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai
dengan tugas pokok masing-masing;

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja
secara |individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ataun
keterampilan meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi,
lintas urTit organisasi dan lintas instansi pemerintah;

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana dapat bekerja
dalam tim kerja yang bersifat lintas unit organisasi dan lintas instansi
pemerintah untuk melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi pejabat fungsional dan/atau pelaksana dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan;

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,;

Setiap lI—Lripinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan be

laporan secara berkala;

ggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
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(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(4)

(5)

Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan llebih lanjut;
Dalam r‘nenyarnpaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsion'al mempunyai hubungan kerja.

|

| Pasal 18
Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IL.b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama;
Sekretarlis merupakan jabatan struktural eselon Ill.a atau jabatan
administrator;
Kepala !'Bidang merupakan jabatan structural eselon IILb atau jabatan
administ ator;
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;

Jabatan|Fungsional merupakanjabatan fungsional kategori keahlian.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Jenjangljabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai

dengan i)eraturan perundang-undangan yvang berlaku;
Semua |kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan,
pemindalhan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan
perundaing—undangan yvang berlaku;
Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris
Daerah;

Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris
Daerah;

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan
Wali Kota;
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
(1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan administrasi dan jabatan pelaksana
akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;
(3) Penjabaran tugas masing-masing jabatan fungsional berpedoman pada

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 22
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 /Ml 2023

WALI KOTA BAUBAU,

AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, & med 2023
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